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KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
Nomor : & Tahun 2016 '

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kedinasan dalam rangka menunjang
tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Konawe Utara, maka
dipandang perlu mengangkat Pegawai Harian Lepas (PHL);

b.  bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007
tanggal tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara
di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);.

3. Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890) tentang perubahan atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok — Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3041);

4. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

‘6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi Daerah Kabupaten Konawe Utara;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

. Mengangkat Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Bagian Adm.

Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2016, sebagai tenaga staf yang tersebut namanya pada
lajur 2 (dua) dan diberikan gaji / upah, setiap triwulannya
sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) dalam Lampiran
Keputusan ini;

: Pegawai Harian Lepas ( PHL ) sebagaimana dimaksud pada

diktum pertama, tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi
CPNSD Kabupaten Konawe Utara.

. Gaji/lUpah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama

dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

: Apabila dikemudian hari Pegawai Harian Lepas (PHL)

sebagaimana tersebut namanya pada lajur 2 (dua) melakukan
tindakan tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas yang
dibuktikan dengan absensi yang dikirim setiap akhir bulannya
pada Bupati Konawe Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah,
maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai Pegawai
Harian lepas (PHL) Bagian Adm. Kesejahtraan Rakyat Setda
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 ;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,y dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata tefdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.~
L

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANG . 4 -1 — 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu ;

Kepala BKD dan Diklat Kab. Konawe Utara di wanggudu;

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Konawe Utara di wanggudu;

Masing — Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya;
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